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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NUNUKAN

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

a.

1.

bahwa untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan
kepada masyarakat dan terwujudnya pelayanan yang prima
diperlukan Standar Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan  Keputusan Kepala Dinas
tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan ;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang —
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 223,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rl Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5357);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4
Seri A Nomor 04);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor
9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2009 Nunukan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Nomor 1);

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas
Korupsi / Wilayan Birokrasi Bersih Melayani.

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil  Kabupaten Nunukan dengan rincian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
adalah :

1. Pencatatan Biodata Penduduk WNI di Wilayah NKRI;

2. Penerbitan Kartu Keluarga;

3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel);

4. Penerbitan Kartu indentitas Anak;



5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah/ Datang Penduduk WNI dan
Orang Asing;

6. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNI dan
Orang Asing;

7. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI dan
Orang Asing;

8. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI dan
Orang Asing;

9. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;

10.Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

11.Pembatalan Perceraian;

12.Pencatatan Pengangkatan Anak WNI dan Orang Asing;

13. Pencatatan dan Penerbitan Kutpan Akta Pengakuan Anak WNI
dan Orang Asing;

14.Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak WNI
dan Orang Asing;

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 17 Februari 2025

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Nunukan di Nunukan

2. Sekretaris Daerah Kab Nunukan di Nunukan

3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Nunukan di Nunukan




